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BUPATI SINJAI
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1:

BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik IndonesianTahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita N egara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
182);
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23. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021  Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan perubahan keempat
atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

RO Q0o

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.119.284.153.133,03
b. Belanja Daerah Rp1.091.080.720.467,93
Surplus/(Defisit) Rp28.203.432.665,10
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp75.260.302.030,16
2. Pengeluaran Rp18.000.000.000,00
Surplus/(Defisit) Rp57.260.302.030,16
Pasal 3

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan:
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.120.966.852.091,00
2. Realisasi Rpl1.119.284.153.133,03
3. Selisih Lebih/Kurang Rp(1.682.698.957,97)
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja:
1. Anggaran Belanja setelah perubahan
2. Realisasi
3. Selisih Lebih/Kurang

Rpl.167.154.692.087,00
Rp1.091.080.720.467,93
Rp76.073.971.619,07

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit:
1. Surplus setelah perubahan
2. Realisasi
3. Selisih Lebih/Kurang

Rp57.260.302.030,16
Rp28.203.432.665,10
Rp85.463.734.695,26

d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan:
1. Penerimaan pembiayaan
a) Anggaran setelah perubahan
b) Realisasi
c) Selisih lebih/kurang

Rp75.258.552.030,00
Rp75.260.302.030,16
Rp(1.750.000,16)

2. Pengeluaran pembiayaan:
a) Anggaran setelah perubahan
b) Realisasi
c) Selisih lebih/kurang

Rp29.070.712.034,00
Rp18.000.000.000,00
Rp11.070.712.034,00

3. Pembiayaan Netto:
a) Anggaran setelah perubahan
b) Realisasi
c) Selisih lebih/kurang

Rp46.187.839.996,00
Rp57.260.302.030,16
Rp(11.072.462.034,16)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022
sebagai berikut:

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp2.479.823.038.653,44
Rp121.040.720.106,28
Rp2.358.782.318.547,16

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember 2022 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
b. Beban Daerah

Surplus/(Defisit) dari operasi
c. Surplus/defisit dari non operasional

Rp1.187.681.270.812,38
Rp1.092.794.524.843,92
Rp94.886.745.968,46

1. Surplus non operasional
2. Defisit non operasional
Surplus/(Defisit)

Surplus/defisit LO
1. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
2. Pos luar biasa

Surplus/(Defisit)

Rp493.165.660,00
Rp0,00
Rp493.165.660,00

Rp95.379.911.628,46
Rp0,00
Rp95.379.911.628,46




Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.
b.

C.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp75.258.552.030,16

Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Rp(75.258.552.030,16)

Tahun Berjalan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp85.463.734.695,26

(Silpa/Sikpa)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp0,00

Sebelumnya

Lain-Lain Rp0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp85.463.734.695,26

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

po o

Saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp75.271.278.937,16
Arus kas dari aktivitas operasi Rp201.237.657.362,39
Arus kas dari aktivitas investasi Rp(176.034.224.697,29)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp(14.998.250.000,00)
/pendanaan

Arus kas dari aktivitas Transitoris/non Rp(12.507.157,00)
anggaran

Saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp85.463.954.445,26

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.
b.
o

d.

Ekuitas Awal Rp2.241.336.632.664,43

Surplus/Defisit LO Rp95.379.911.628,46

Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Rp22.065.774.254,27

/Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir Rp2.358.782.318.547,16
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.




-8-

Pasal 10

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam' Lamplran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan

susunan sebagai berikut:

a. Lampiran I
1. LampiranI.1

2. Lampiran 1.2

3. Lampiran 1.3

4. Lampiran .4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran [X

FER e a0 o

Lampiran X

—_.

k. Lampiran XI

]

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

©H09 05 g

t. Lampiran XX
u. Lampiran XX.1

v. Lampiran XX.2

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan operasional,;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

Daftar  rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran 2022 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan
Daerah.
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Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. laporan kinerja; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 3| fgustus 2023

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 3| AOUS&K 2033

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 8- H¥-0l- 060- 23




